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BAB 

1 
 

Adelia Eka Putri Damayanti, A.Md. 

Masripah S.E., M.S.Ak.,CPSAK 

 

A. Pendahuluan 

Perkembangan arus globalisasi memberikan suatu 

dampak bagi bangsa Indonesia, dimana bangsa Indonesia 

dihadapkan dengan persaingan pasar modal yang menuntut 

bangsa Indonesia untuk menjadi lebih mandiri serta dapat 

bersaing dengan negara lain, khususnya dalam bidang ekonomi 

(Yuliastati, 2016). Selain itu, terjadinya reformasi pemerintahan 

yang diikuti dengan keterbukaan menjadi suatu tuntutan bagi 

bangsa Indonesia dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. 

Aspek akuntabilitas serta transparansi menjadi aspek penting 

dalam pengelolaan anggaran pemerintah negara maupun 

daerah (Wati & Fajar, 2017). Hadirnya tuntutan-tuntutan 

tersebut mendorong terjadinya pendelegasian urusan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut 

dengan otonomi daerah.  

Berlakunya otonomi daerah sejak tahun 2001 merupakan 

suatu langkah strategis bangsa Indonesia dalam menempuh era 

globalisasi ekonomi, dengan cara memperkuat dasar 

perekonomian daerah. Hal ini mengakibatkan adanya 

pelimpahan wewenang yang diikuti dengan penyediaan barang 

publik serta pengalokasian anggaran pada pemerintah daerah 

(Sasana, 2011). Hal tersebut memiliki arti bahwa, pemerintah 
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BAB 
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Lenny Andani, A.Md. 

Akhmad Saebani. S.E., M.Si, CMA, CBV 

 

A. Pendahuluan 

Pajak merupakan salah satu penerimaan terpenting suatu 

negara khususnya negara Indonesia. Pendapatan negara 

waktuini hampir 75% bersumber dari pajak. Pendapatan yang 

bersumber dari sumber daya alam itu cukup relatif terbatas dan 

bisa jadi tidak dapat diperbaharui lagi. Berbeda dengan pajak 

yang berasal dari pendapatannya tidak terbatas, seiring 

berkembangnya jaman serta pertambahan jumlah penduduk, 

sebagai akibatnya makin bertambah pula pendapatan negara 

dari sektor Pajak.  

Tujuan pemungutan dan pemungutan pajak adalah untuk 

memajukan kesejahteraan umum semua individu. Dalam 

rangka meningkatkan penyediaan pelayanan publik yang 

memadai dan menyeluruh. pemungutan pajak yang dikenakan 

atas setiap transaksi apabila terdapat kemungkinan penerima 

transaksi memperoleh pendapatan dari transaksi tersebut. Pasal 

21 ayat termasuk referensi tentang pajak penghasilan yang harus 

dibayar (1). Menurut Pasal 20 ayat 1, PKP Instansi Pemerintah 

wajib memberikan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (1). Faktur Pajak dibuat dengan 

cara yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Yang dimaksud 

dengan "pajak keluaran bagi PKP Instansi Pemerintah yang 
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Munasiron Miftah,S.E.,M.M., CRP. 

 

A. Pendahuluan 

Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang dapat 

meningkatkan dan mendorong suatu pertumbuhan ekonomi 

negara. Stabilitas sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap 

krisis ekonomi terutama pada pemerintahan akan mampu 

berfungsi dengan baik dalam hal penetapan harga, alokasi dana 

ataupun pengelolaan risiko. Adapun keuangan negara secara 

tertib dan taat, dilakukan sesuai dengan peraturan undang-

undang yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara 

berkeadilan.  

Menurut Hartina, S (2018) Pembayaran merupakan 

aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban 

yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lembaga Manajemen 

Aset Negara (LMAN) adalah Lembaga negara yang salah satu 

tugasnya melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak 

yang berhak yang terkena pembebasan lahan yang digunakan 

oleh Pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional. Proyek 

Strategis Nasional yang merupakan suatu proyek yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan 

Usaha yang memiliki sifat strategis dengan tujuan agar proyek 

infrastruktur yang ditargetkan mampu meningkatkan 

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan menjadi tercapai, 
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GANTI KERUGIAN 
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NASIONAL 
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A. Pendahuluan 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, 

informasi menjadi salah satu kebutuhan utama disamping 

kebutuhan akan sandang, pangan dan papan bagi sebagian 

besar masyarakat. Perubahan lingkungan yang cepat dan 

berubah-rubah tersebut didukung oleh kemajuan teknologi 

informasi disegala bidang. Dengan perekonomian dan kemajuan 

teknologi yang semakin berkembang, peran informasi menjadi 

sangat penting bagi kinerja perusahaan sesuai dengan tingkat 

persaiangan yang tinggi dan menuntut perusahaan untuk 

meningkatkan kinerjanya agar dapat semakin berkembang. 

Akuntansi yang dikaitkan dengan sistem informasi 

menghasilkan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu, 

relevan, dan akurat. Setiap perusahaan diharuskan agar dapat 

menerapkan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan 

kondisi umum pada perusahaan. Selain itu, setiap perusahaan 

juga harus memiliki prosedur agar menjalankan setiap 

kegiatannya sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan. 

Peranan prosedur pada perusahaan memiliki peranan yang 

pentinng guna tujuan dari sautu perusahaan dapat diharapkan 

tercapai secara efektif dan efisien. Prosedur juga merupakan 

rangkaian tahapan dari suatu kegiatan yang diatur secara 

berurutan, sehingga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

TINJAUAN ATAS 

PROSEDUR 

PEMBAYARAN UTANG 

USAHA PERUSAHAAN 
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A. Pendahuluan 

Banyak yang terjadi di sektor korporasi Indonesia saat ini. 

Akibatnya, perusahaan harus dapat memberikan data kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mereka percayai. 

Terutama di industri keuangan, laporan keuangan dihasilkan 

untuk menunjukkan seberapa baik atau buruk kinerja 

perusahaan. Laporan keuangan suatu perusahaan dapat 

digunakan untuk menentukan status keuangan perusahaan saat 

ini (Supramono, 2014). Bukan hanya pemangku kepentingan 

internal perusahaan yang mendapat manfaat dari penggunaan 

laporan keuangan; mereka juga dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan eksternal perusahaan. 

Melalui pengukuran piutang perusahaan dalam laporan 

keuangannya, kelancaran operasi pembiayaannya dapat 

ditentukan. Dalam hal perusahaan menjual produk atau layanan 

secara kredit, jumlah yang terutang kepada klien dikenal sebagai 

piutang (piutang). Piutang diharapkan akan ditagih dalam 

waktu 30 hingga 60 hari setelah tanggal transaksi, menurut 

perkiraan saat ini. Sejalan dengan saldo aset reguler, akun 

piutang memiliki saldo debit, dan jika piutang telah 

dikumpulkan, saldo kredit akan diturunkan. Aset lancar 

termasuk piutang (Amaliyah, 2019). Kwitansi, seperti uang 

tunai, memiliki likuiditas yang tidak terbatas pada uang tunai. 

PROSEDUR KONFIRMASI 
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A. Pendahuluan 

Laporan keuangan digunakan sebagai alat dalam 

menyajikan data keuangan atau aktivitas bagi perusahaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak internal 

maupun pihak eksternal (Zamzami, 2017, hlm.28). laporan 

keuangan juga befungsi bagi perusahaan sebagai alat informasi 

yang menghubungkan antara perusahaan dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan yang dapat menunjukkan kinerja 

perusahaan dan juga informasi lainnya mengenai elemen-

elemen yang ada didalam laporan keuangan. Salah satu elemen 

dari laporan posisi keuangan yang penting dalam menilai 

kinerja perusahan adalah hutang. Menurut PSAK 57, liabilitas 

atau hutang merupakan kewajiban kini perusahaan yang timbul 

akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan 

penyelesaiannya menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang 

akan mendatang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017, hlm.14). 

Sebuah perusahaan juga harus mempertimbangkan bagaimana 

pengembalian hutang yang efektif karena apabila perusahaan 

melakukan pengelolaan hutang secara tidak efektif akan 

menganggu aktivitas operasional perusahaan dan dapat 

membuat ekonomi perusahaan semakin terpuruk. 

Dalam menyajikan laporan keuangan yang baik maka 

investor akan menilai kinerja di dalam perusahaan itu baik dan 

PENERAPAN 

PROSEDUR AUDIT 

HUTANG USAHA 
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